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ABSTRACT
This article examines the contribution of local culture or costum (adat)  in
family conflict management among Batak Muslims in Southern Tapanuli.  It is
very common that marital conflicts ended up in the court. To avoid engaging
court to judge a marital conflict within a family,   Batak Muslim in Southern
Tapanuli utilized Dalihan Na Tolu custom to resolve the problem. Batak Muslims
in Southern Tapanuli often mediated the conflicting couples through a process,
which is referred to as Tutur. By utilizing anthropological and socio-legal approach,
the authors analyze the effectiveness in utilizing Tutur tradition among Batak
Muslim family and argue that local costum such as Tutur has still played an effec-
tive role in preventing divorce as well as in reconciling conflicting family mem-
bers.
Key Words: 1) Mediation Process, 2) Regulation of Tutur, 3. Batak Muslim
society
ABSTRAK
Artikel ini mengkaji kontribusi budaya lokal atau adat dalam management
konflik keluarga di kalangan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Selatan. Pada
umumnya konflik keluarga akan berakhir di pengadilan. Dalam rangka
mengurangi keterlibatan pengadilan dalam konflik keluarga, masyarakat Batak
Muslim melibatkan budaya Dalihan Na Tolu  dalam menyelesaikan persoalan
konflik keluarga. Batak Muslim di Tapanuli Selatan juga menggunakan sebuah
proses yang disebut tradisi Tutur.  Penelitian ini menggunakan pendekatan
antropologis dan yuridis sosiologis (sosio legal approach) atau pendekatan hukum
sosiologis/empiris. Penulis juga berpendapat bahwa tradisi Tutur masih memliki
peran efektif dalam menanggulangi konflik perceraian maupun merekonsiliasi
anggota keluarga yang berseteru.
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Kata Kunci: 1) Pelasanaan Mediasi, 2) Pranata Tutur, 3. Masyarakat Batak
Muslim
PENDAHULUAN
Sudah puluhan tahun peraturan perundang-undangan tentang
perkawinan, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Prdt)
dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan dan pelaksanaan
mediasi dalam upaya pencegahan perceraian di Indonesia. Namun
demikian, kasus perceraian terus saja terjadi, bahkan jumlahnya terus
meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas I A, sepanjang tahun 2014
ada 1.960 wanita di Medan menggugat cerai. Kemudian dari jumlah itu,
sebanyak 1.660 wanita resmi bercerai dan 300 gugatan masih dalam proses
sidang. Sementara, sebanyak 13 perkara tidak sempat masuk karena
ditolak. Sementara suami yang menggugat cerai isteri selama tahun 2014,
berjumlah 653 perkara. Sebanyak 523 perkara sudah diputus, sehingga
bersisa 130 perkara. Sementara 11 perkara, tidak diterima.1 Hasil penelitian
M. Syaifuddin dan Sri Turatmiah mengemukakan bahwa kasus gugatan
cerai di Pengadilan Agama Palembang menempati urutan teratas,
sepanjang tahun 2009 (72%), 2010 (72%), dan 2011 (bulan Juni) sebanyak
70%. 2
Muhammad Julijanto, Masrukhin, Ahmad Kholis Hayatuddin
mengemukakan bahwa kasus perceraian secara nasional dalam beberapa
tahun terakhir ini mengalami peningkatan, namun fenomena ini tidak
bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan
budaya yang berbeda. Berdasarkan catatan Kantor Kemeterian Agama
(Kemenag) diWonogiri dalam setahun rata-rata ada 10.000-11.000
pernikahan. Dari jumlah tersebut angka perceraiannya berkisar 8-9 persen.3
Sebagian besar terjadinya perceraian selama ini, disebabkan oleh selain
kurang dilibatkannya masyarakat adat dalam melaksanakan mediasi
sebagai upaya pencegahan perceraian, juga materi pengaturan hukum
tentang pelaksanaan mediasi masih dirasa kurang tegas, adil dan
bermanfaat, terutama menyangkut 4 (empat) faktor berikut: 1) alasan
yang membolehkan perceraian, 2) persyaratan orang yang kompeten
menjadi mediator, 3) pihak yang berhak mengangkat mediator, 4) prosedur
pelaksanaan mediasi dalam pencegahan perceraian.
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Akibat dari adanya beberapa alasan yang tidak pantas dijadikan sebagai
alasan yang membolehkan perceraian selama ini, maka secara otomatis
terjadi kemudahan bagi suami maupun isteri untuk mengajukan gugatan
perceraian ke pengadilan.
Memang perceraian dibolehkan jika memang telah memenuhi
persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1-3) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 19 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian perceraian juga dibolehkan menurut
Pasal 116 ayat (1-8) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga menurut Kitab
Hukum Perdata (KUH. Pdt) BAB X tentang Pembubaran Perkawinan Bagian
3 Pasal 209. Miftahul Jannah4 mengemukakan bahwa pada dasarnya ajaran
agama Islam tidak menghendaki adanya suatu perceraian, namun jika
rumah tangga sudah tidak mungkin lagi bisa dipertahankan, Islam
memberikan jalan keluar yaitu melalui lembaga perceraian, dan itu
merupakan pilihan terakhir dalam menghadapi kehidupan rumah tangga
yang sedang dalam ketidak harmonisan, dalam arti upaya damai yang
ditempuh mengalami kegagalan. 
Sekalipun perceraian dibolehkan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan di atas, bukan berarti perceraian dapat begitu saja
dilaksanakan dengan mudah, tetapi harus terlebih dahulu melalui proses
mediasi sesuai dengan prosedur yang benar, dilakukan oleh mediator yang
kompeten, dan harus memenuhi alasan perceraian yang layak, sehingga
tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam setiap kali terjadi perceraian
di Indonesia.
Tidak dapat dipungkiri bahwa percekcokan rumahtangga yang
mengarah kepada tuntutan perceraian juga sering terjadi di kalangan
masyarakat adat Batak Muslim Tapabuli Bagian Selatan. Namun mayoritas
percekcokan rumah tangganya dapat diselesaikan secara bijaksana setelah
terlebih dahulu diadakan mediasi melalui pranata Tutur, tanpa harus
menempuh jalur pengadilan. Karena dalam pranata Tutur telah di atur di
dalamnya tentang prosedur pelaksanaan mediasi, alasan yang dolehkan
dan dilarang melakukan perceraian, orang yang layak menjadi mediator
dan orang yang berhak mengangkat mediator.
Potensi masyarakat adat yang begitu besar haruslah dikelola dengan
benar, supaya pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian gugatan perceraian
tidak hanya bertumpu pada aparat penegak hukum dan pemerintah
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semata, namun harus juga dilibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk
masyarakat adat dengan berbagai perangkat hukum adat dan kearifan
lokal yang dimilikinya.
Pelaksanaan mediasi secara adil, arif dan bijaksana bukanlah barang
jadi yang datang begitu saja, tetapi ia merupakan proyek sosial yang mesti
dibina dan diarahkan sehingga perceraian dapat dicegah, setidaknya dapat
diminimalisir jumlahnya di tengah-tengah masyarakat.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat
diambil beberapa masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yakni:
1. Bagaimana model pelaksanaan mediasi dalam pencegahan perceraian
melalui pranata Tutur pada masyarakat adat Dalihan na Tolu?
2. Bagaimana persyaratan sebagai mediator dalam upaya pencegahan
perceraian melalui pranata Tutur pada masyarakat adat Dalihan na Tolu?
3. Bagaimana prosedur dan sistem musyawarah pelaksanaan mediasi
dalam pencegahan perceraian melalui pranata Tutur pada masyarakat
adat Dalihan na Tolu?
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum
empiris,5 karena penelitian empiris merupakan penelitian tentang hukum
yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota
masyarakat.6 permasalahan yang diteliti menyangkut praktek nyata yang
dilakukan oleh masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan
terhadap penyelesaian sengketa perkawinan. Sedangkan pendekatan yang
dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan antropologis (suatu
ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada
masyarakat-masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang
mengalami proses perkembangan dan pembangunan)7 dan yuridis
sosiologis (sosio legal approach) atau pendekatan yuridis empiris, yakni
pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena
sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya, mengingat
permasalahan utama yang diteliti dan dikaji dalam penelitian ini adalah:
1) identifikasi terhadap hukum adat yang berkaitan dengan penyelesaian
sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Batak di
Tapanuli Bagian Selatan, 2) efektivitas hukum adat yang berkaitan dengan
penyelesaian sengketa perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim
Batak di Tapanuli Bagian Selatan.
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LOKASI PENELITIAN
Berdasarkan pertimbangan keadaan wilayah, terutama menyangkut
pola pernikahan masyarakat adat Batak beserta cara-cara penyelesaian
sengketa yang timbul akibat pernikahan, kondisi geografis, potensi alam
serta pola kebudayaannya, maka lokasi penelitian dipilih di Kabupaten
Tapanuli Bagian Selatan yang tersebar dalam 3 (tiga) desa pada 3 (tiga)
kecamatan, yakni: a) Desa Portibi Julu Kecamatan Portibi, b) Desa Aek
Bayur Kecamatan Batunadua, c) Desa Padang Garugur Kecamatan Padang
Bolak. Penentuan lokasi tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan
berikut:
a. Daerah tersebut merupakan wilayah tempat tinggal suku-suku Batak
yang masih mengamalkan dan mempergunakan pranata Tutur yang
termuat dalam adat Dalihan na Tolu sebagai landasan dan pedoman
dalam melaksanakan mediasi;
b. Masyarakat yang tinggal pada daerah tersebut selalu melaksanakan
mediasi melalui pranata Tutur dalam menyelesaikan setiap sengketa
perkawinan;
c. Daerah tersebut merupakan wilayah yang memiliki penduduk yang
jarang menggunakan pengadilan sebagai tempat penyelesaian
sengketa yang timbul dari pernikahan.
SAMPEL PENELITIAN
Sampel ditentukan berdasarkan purposive sampling, karena penelitian
ini dikelompokkan berdasarkan keterlibatan pihak-pihak atas pelaksanaan
mediasi melalui pranata Tutur dalam pencegahan perceraian di masing-
masing daerah penelitian. Jumlah sampel ditetapkan sebanyak 120 orang
dari seluruh daerah yang diteliti, seperti tergambar dalam tabel di bawah
ini:
Tabel 1. Daftar Jumlah dan Klasifikasi Sampel pada Masyarakat Batak
Muslim tapanuli Selatan
No Lokasi 
KLASIFIKASI RESPONDEN 
Jumlah Instansi 
Pemerintah 
Masyarakat 
Batak Tokoh Adat 
Tokoh 
Agama 
1 Desa Portibi Julu Kec. Portibi 2 18 10 10 40 
2 Desa Aek Bayur Kec. Batunadua 2 18 10 10 40 
3 
Desa Padang 
Garugur Kec. 
Padang Bolak 
2 18 10 10 40 
  6 54 30 30 120 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pelaksanaan Mediasi melalui pranata Tutur dalam
Menyelesaikan Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak
Muslim
Keberadaan Tutur ini dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian
Selatan adalah amat penting sekali terutama dalam bidang penyelesaian
sengketa perkawinan. Jika terjadi sengketa perkawinan di tengah-tengah
masyarakat, maka penyelesaiannya dilakukan mediasi melalui pranata Tutur
yang terkandung dalam masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan.
Adapun model pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan sengketa
perkawinan sebagai berikut:8
Pertama, jika terjadi sengketa perkawinan yang berasal dan bersumber
dari seorang suami, maka pelaksaaan mediasinya dilakukan oleh Tutur
yang terkandung dalam Anak Boru (sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 35
yang artinya:”jika kamu kuatir terdapat perselisihan/perbeda’an antara istri
dengan suami, makahendaknya suami istri tersebut mencari hakim yaitu
laki-laki yang adil yang mereka ridloi/hendaki, yaitu dari kerabat/keluarga
laki-laki dan dari kerabat/keluarga perempuan tersebut) sebagaimana
tertera dalam tabel berikut:
Tabel 2. Jenis Tutur yang Terkandung dalam Anak Boru
NO TUTUR SUAMI (PIHAK ANAK BORU) TUTUR ISTRI (PIHAK MORA) 
1 Aya (ayah) Amang Boru (mertua laki-laki isteri) 
2 Uma (ibu) Ambou (mertua perempuan istri) 
3 Ompung Halaklai (kakek) Ompung Halaklai (kakek) 
4 Ompung Daboru (nenek) Ompung Daboru (nenek) 
5 Abang (abang) Halak Bayo (abang ipar) 
6 Angkang (kakak) Eda (kakak ipar perempuan) 
7 Anggi Halaklai (adek laki-laki) Halak Bayo (adek ipar laki-laki) 
8 Anggi Daboru (adek perempuan) Eda (adek ipar perempuan) 
9 Uda (paman) Amang (keponakan) 
10 Nanguda (bibi) Inang (keponakan perempuan) 
11 Pahoppu Halaklai dan keturunannya ke 
bawah (cucu laki-laki) 
Kahanggi keluarga sedarah) 
12 Pahoppu Daboru cucu perempuan)  
13 Perwakilan Masyarakat yang Se-Marga 
dengan Suami 
 
Kedua, sebaliknya, jika terjadi sengketa perkawinan yang bersumber
dari pihak istri, maka pelaksanaan mediasinya dilakukan oleh Tutur yang
terkandung dalam Mora (sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 35) sebagaimana
tertera dalam tabel berikut:
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Tabel 3. Jenis Tutur yang Terkandung dalam Mora
NO TUTUR ISTRI (PIHAK MORA) TUTUR SUAMI (PIHAK ANAK BORU) 
1 Aya Tulang 
2 Uma Nantulang 
3 Ompung Halaklai Ompung Halaklai 
4 Ompung Daboru Ompung Daboru 
5 Abang Tunggane 
6 Angkang Ompung Bayo 
7 Anggi Halaklai Tunggane 
8 Anggi Daboru Ompung Bayo 
9 Uda Tulang 
10 Nanguda Nantulang 
11 Pahoppu Halaklai dan keturunannya ke 
bawah 
Amang 
12 Pahoppu Daboru Inang 
13 Seluruh Masyarakat yang Se-Marga 
dengan Istri 
Mora 
Model pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa sebagaimana
diatur dalam poin 1 dan 2 adalah sejalan dengan Firman Allah sebagaimana
tertuang dalam Q.S. An Nisa/4: 35. Setiap kehidupan rumah tangga, tidak
selamanya berjalan dengan mulus. Ada saatnya mengalami kebahagiaan
dan ada saatnya pula menemukan berbagai masalah, baik yang bersifat
kecil maupun yang bersifat besar. Ada pula masalah rumah tangga muncul
disebabkan oleh tingkah laku istri dan ada pula saatnya masalah
disebabkan oleh tingkah laku suami. Kalau seandainya masalah rumah
tangga muncul dikarenakan oleh perlakuan istri melalukan Nusyuz (Nusyuz
adalah meninggalkan kewajiban bersuami istri, nusyuz dari pihak istri
seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya), maka al-Qur'an Q.S.
An Nisa/4: 34 memberikan 3 (tiga) langkah yang harus dilakukan, yakni:
MEMBERI NASIHAT DENGAN PENUH KEBIJAKSANAAN.
Memberikan nasihat merupakan langkah pertama dalam upaya
menyelesaikan sengketa dalam perkawinan sebagaimna yang difirmankan
Allah dalam al-Qur'an:”Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,
maka nasihatilah mereka...”. (Q.S. An-Nisa/4: 34).
Kata nasihat diambil dari kata kerja “Nashaha (bahasa Arab)” yang
berarti membimbing atau mengarahkan.9 Sedangkan pengertian nasihat
secara istilah adalah usaha memberikan arahan pada orang lain dengan
menggunakan bahasa lisan agar ia dapat berbuat sesuai dengan kehendak
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yang memberi nasihat. Sedangkan Imam As Syayuti berpendapat bahwa
nasihat merupakan suatu upaya memberikan bimbingan kepada sesorang
agar ia berjalan di jalan yang lurus sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
Setiap orang mempunyai potensi untuk berbuat salah, oleh karenanya
nasihat sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia terutama sekali
dalam kehidupan suami istri. Imam Syafi‘i berpendapat bahwa nasihat
pada manusia mempunyai 2 (dua) fungsi, yakni: a) fungsi Ijtinab (preventif),
artinya nasihat berperan besar dalam mencegah orang dari berbuat
kesalahan, b) fungsi Amer (perintah), artinya nasihat berperan menyuruh
dan memerintahkan orang untuk mengerjakan perintah Allah dan
meninggalkan laragan-Nya. Kehadiran nasihat dalam kehidupan rumah
tangga sangat penting sekali, karena akan dapat mempersatukan dua
hati yang mulai retak dan juga dapat mengeratkan dua hati yang saling
mencintai.
PISAH RANJANG UNTUK SEMENTARA WAKTU.
Pisah ranjang merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan
sengketa dalam perkawinan sebagaimana yang difirmankan Allah
SWT:”..Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka....(Q.S. An Nisa/
4: 34). Perintah pisah ranjang dalam ayat ini menunjukkan kata nasihat
seorang suami kepada istrinya dalam bentuk isyarat. Isyarat dalam Islam
dapat dipergunakan sebagai alat menjelaskan maksud seseorang kepada
orang lain. Nasihat yang dilakukan melalui isyarat dipandang sama nilainya
dengan nasihat yang dilakukan melalui lisan. Sebab kedua cara ini memiliki
maksud yang sama, yakni untuk menasihati orang lain agar selalu berada
pada jalan yang benar sesuai syariat Islam dan Undang-undang
perkawinan. Sebagian ahli Fiqh berpendapat bahwa nasihat berdasarkan
isyarat sangat diperlukan apabila ia merasa gagal memberi nasihat melalui
lisan.
MEMUKUL YANG TIDAK MENYAKITKAN.
Adapun yang dimaksud adalah melakukan pemukulan yang sekiranya
tidak menyakitkan dan tidak membahayakan dengan tujuan untuk
menyadarkan istri sebagaimana firman Allah:”...Dan pukullah
mereka...”(Q.S. An Nisa/4: 34). al-Qur'an memang membolehkan suami
memukul istri yang berbuat salah dalam pergaulan dengan suaminya dan
berjalan pada jalan yang sesat, sehingga dia tidak mau berhenti dari
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kesesatannya. Tawaran pemukulan yang dimaksudkan al-Qur'an ini adalah
pemukulan yang bersifat pengobatan, sedangkan pengobatan ini hanya
diperlukan dalam keadaan darurat.
Memukul istri dengan sesuatu yang tidak membahayakannya jauh lebih
baik daripada perceraian. Sebab perceraian itu dapat meruntuhkan
eksistensi rumah tangga dan merobek-robek ikatan rumah keluarga. Kalu
boleh dibandingkan antara bahaya yang ringan dengan bahaya yang besar,
maka melakukan bahaya yang ringan akan lebih baik daripada melakukan
bahaya yang lebih besar.
Pukulan bukanlah merendahkan derajat wanita, tetapi pukulan adalah
salah satu metode pengobatan kejahatan dalam Islam dimana pada satu
saat sangat bermanfaat bagi jiwa yang kurang lurus sebagaimana yang
disebutkan dalam pepatah:”Seorang yang bodoh perlu diketuk dengan
tongkat, tetapi seorang yang pintar cukup diketuk dengan isyarat”.
Kebolehan laki-laki memukul istrinya bukan bertentangan dengan fitrah
manusia atau tindakan itu bukan termasuk kategori pelanggaran HAM
seperti yang digembar-gemborkan sekarang ini. Sesungguhnya pemukulan
itu hanya diperlukan ketika situasi rumah tangga terancam hancur. Itupun
hanya dibenarkan terhadap suami yang sudah membuat perhitungan baik,
bukan dengan emosi semata.
Kemudian jika seorang suami berbuat nusyuz kepada isterinya, maka
langkah yang dilakukan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Q.S.
An Nisa/4: 128:” dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap
tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya
Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu
lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.
dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu
(dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Apabila belum dapat diselesaikan melalui model mediasi seperti di atas,
maka dilakukan mediasi dengan melibatkan Tutur yang terkandung di
dalam mora dengan Tutur yang terkandung di dalam Anak Boru secara
bersamaan dengan melibatkan Kahanggi dari kedua belah pihak (sejalan
dengan Q.S. An Nisa/4: 34); Model mediasi dalam poin 3 di atas adalah
sejalan dengan Q.S. An Nisa/4: 35 dimana Allah SWT telah memerintahkan
bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami
isteri), maka kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki dan
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seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan.
Jika dengan model pelaksanaan mediasi ketiga ini juga sengketanya
belum bisa diselesaikan, maka dilakukan lagi mediasi dengan melibatkan:
1. Tutur yang terkandung dalam Mora;
2. Tutur yang terkandung dalam Anak Boru;
3. Tutur yang terkandung dalam Kahanggi;
4. Harajaon (satu orang mewakili keturunan Raja atau disebut dengan
Bona Bulu);
5. Hatobangon (salah seorang dari tokoh adat/tokoh masyarakat);
6. Orang Kaya (orang yang pandai dalam bidang adat Dalihan na Tolu);
7. Ompu ni Kotuk;
8. Goruk-Goruk Hapinis.
Apabila juga belum dapat diselesaikan melalui model mediasi yang
keempat di atas, maka mediasi dilaksanakan di Pengadilan Agama sebagai
alternatif terakhir dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada
masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. Berdasarkan Arahan
Mahkamah Agung No. 1/2008 yang menyebutkan bahwa selain hakim,
ada 10 mediator dari luar, termasuk dari kalangan perguruan tinggi dalam
melakukan mediasi supaya terjadi perdamaian antara kedua belah pihak,
sehingga perceraian tidak sampai terjadi. Lain halnya dengan model
mediasi yang dilakukan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian
Selatan bahwa prosedur mediasi dan pihak yang menjadi mediator adalah
berbeda dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan
perkawinan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 4:
Tabel di atas menunjukkan bahwa model pelaksanaan mediasi dalam
penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim Tapanuli
Bagian Selatan adalah berbeda dengan model pelaksanaan mediasi dalam
penyelesaian sengketa yang berlaku dalam perundang-undangan yang
mengatur tentang penyelesaian sengketa di Indonesia. Beberapa
perbedaannya dapat dilihat dalam tabel 5:
Keberadaan masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan sangat
besar peranannya dalam menciptakan suasana kehidupan yang cukup
baik, kondusif, saling menghargai dan hormat menghormati antara sesama
suami isteri, keluarga dan masyarakat, sekalipun penduduknya menganut
berbagai agama. Kentalnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang
terdapat dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan
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menjadikan salah satu faktor terciptanya persaudaraan dan keakraban.
Pasalnya, jika terjadi perselihan di antara dua orang atau lebih, sekalipun
menyangkut sengketa rumah tangga, biasanya akan cepat terselesaikan
disebabkan oleh adanya hubungan kekeluargaan di antara mereka menurut
konsep Tutur. Bagaimana mungkin bisa terjadi permusuhan kalau lawan
perselisihannya adalah kahangginya, anak borunya atau moranya. Mora
tidak akan mungkin tega memusuhi apalagi mencelakakan anak borunya.
Sebab, ia adalah bagian dari keluarga menantunya.
Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Selatan umumnya melaksanakan
mediasi dengan menggunakan pranata Tutur dalam menyelesaikan
sengketa perkawinan karena mereka menganggap bahwa pelaksanaan
mediasi dengan menggunakan pranata Tutur jauh lebih membawa
keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi mereka. Lebih jelasnya dapat
dilihat dalam keterangan tabel berikut:
Tabel 6. Jawaban responden tentang pelaksanaan mediasi melalui pranata
Tutur dalam penyelesaian sengketa perkawinan pada masyarakat Batak
Muslim di Tapanuli Bagian Selatan
NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH (%) 
1 Melalui pranata Tutur 69 57.5 
2 Melalui Pengadilan 35 29.7 
3 Melalui Perangkat Desa 16 13.3 
 Jumlah 120 100 
Sumber: Data Primer 2010
Berdasarkan keterangan tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat
57.5% responden menjawab bahwa sengketa perkawinan diselesaikan
melalui mediasi dengan menggunakan pranata Tutur, 29.7% menjawab
diselesaikan melalui pengadilan dan sebanyak 13.3% menjawab
diselesaikan melalui perangkat desa.
Data di atas membuktikan bahwa mayoritas sengketa perkawinan lebih
sering dimediasi melalui pranata Tutur dengan segala prosedur dan
instrumen yang harus dilalui dan dipenuhi daripada melalu jalur
pengadilan. Seklain itu, pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa
perkawinan melalui pranata Tutur ini, justru lebih diminati oleh masyarakat
Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan sejak jaman dahulu hingga
sekarang. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana
dipaparkan dalam tabel berikut:
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Tabel 4. Model Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada Masyarakat Batak
Muslim di Tapanuli Bagian Selatan
ATURAN 
PENYELESAIAN 
SENGKETA 
PERKAWINAN 
TAHAPAN PENYELESAIAN 
SENGKETA 
MODEL 
PENYELESAIAN 
SENGKETA 
PIHAK YANG MENJADI 
MEDIATOR 
PIHAK YANG 
BERWENANG 
MENGANGKAT 
MEDIATOR 
Tutur yang 
terkandung 
dalam Adat 
Dalihan na Tolu 
1. Sengketa perkawinan 
yang bersumber dari 
seorang suami 
Tahi Ungut-
ungut 
Tutur yang terkandung 
dalam Anak Boru (a. 
Paham adat, b. Paham 
masalah) 
Keluarga Suami 
2. Sengketa perkawinan 
yang bersumber dari 
pihak istri 
Tahi Ungut-
ungut 
Tutur yang terkandung 
dalam Mora (a. Paham 
adat, b. Paham 
masalah) 
Keluarga isteri 
3. Jika sengketa belum 
selesai pada model ke-1 
dan 2 
Tahi Dalihan na 
Tolu 
Tutur yang terkandung 
di dalam Anak Boru 
dan Mora (a. Paham 
adat, b. Paham 
masalah) 
Keluarga suami 
dan isteri 
4. Jika sengketa belum 
selesai pada model ke-3 
Tahi Haruaya 
Mardomu Bulung 
1. Tutur yang 
terkandung dalam 
Anak Boru; 
2. Tutur yang 
terkandung dalam 
Mora; 
3. Tutur yang 
terkandung dalam 
Kahanggi; 
4.  Pihak harajaon; 
5.  Pihak hatobangon 
Selain keluarga 
suami dan isteri, 
juga dilibatkan pihak 
harajaon dan 
hatobangon 
Tabel 5. Perbedaan Model Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa
Perkawinan Menurut Hukum Adat Masyarakat Batak Muslim di Tapanuli
Bagian Selatan dan Undang-undang Perkawinan
ATURAN 
PENYELESAIAN 
SENGKETA 
PERKAWINAN 
MODEL 
PENYELESAIAN 
SENGKETA 
PIHAK YANG MENJADI 
MEDIATOR 
PIHAK YANG 
BERWENANG 
MENGANGKAT 
MEDIATOR 
Tutur yang 
terkandung dalam 
Adat Dalihan na 
Tolu 
1. Tahi Ungut-ungut 
2. Tahi Dalihan na 
Tolu  
3. Tahi Haruaya 
Mardomu Bulung 
1. Tutur yang 
terkandung dalam 
Anak Boru; 
2. Tutur yang 
terkandung dalam 
Mora; 
3. Tutur yang 
terkandung dalam 
Kahanggi; 
4.  Pihak harajaon; 
5.  Pihak hatobangon 
Selain keluarga suami 
dan isteri, juga dilibatkan 
pihak harajaon dan 
hatobangon 
KHI Musyawarah antara 
sesama mediator 
Utusan dari keluarga 
suami dan isteri dengan 
pengawasan hakim 
Hakim 
KUH. Prdt Musyawarah antara 
sesama mediator 
Hakim yang telah ditunjuk Hakim 
Arahan MA No. 
1/2008 
Musyawarah antara 
sesama mediator 
Selain hakim ada 10 dari 
luar 
Hakim 
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Tabel 7. Jawaban responden tentang penyebab dijadikannya pranata Tutur
sebagai landasan pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa
perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan
NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH (%) 
1 Lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum 
51 42.5 
2 Pelaksanaan hasil putusannya diawasi oleh seluruh 
masysarakat secara bersamaan 
27 22.5 
3 Mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang yang 
selalu menyelesaiakan sengketa perkawinan melalui 
Tutur 
42 35 
 
 Jumlah 120 100 
Sumber: Data Primer 2010
Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 42.5% responden menjawab
bahwa penyebab dipergunakannya pranata Tutur dalam pelaksanaan
mediasi dalam menyelesaikan sengketa perkawinan dikarenakan oleh
putusannya lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum,
terdapat 22.5% yang menjawab bahwa hasil putusan yang diproduk oleh
pranata Tutur adalah mendapat pengawasan yang ketat dari seluruh
masyarakat adat Batak setempat, terdapat 35% menjawab bahwa
masyarakat lebih condong menggunakan pranata Tutur dalam
menyelesaikan sengketa yang didasari oleh faktor mencontoh dan
mengikuti tradisi dan kebiasaan nenek moyang.
Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa sekalipun negara menyediakan
pengadilan sebagai lembaga penyelesaian berbagai sengketa yang resmi,
termasuk sengketa dalam perkawinan, ternyata masyarakat Batak Muslim
di Tapanuli Bagian Selatan tetap saja melaksanakan mediasi melalui pranata
Tutur dalam menyelesaikan setiap sengketa perkawinan. Mereka lebih
percaya bahwa pelaksanaan mediasi melalui pranata Tutur dalam
menyelesaikan sengketa perkawinan, jika dibandingkan dengan
pelaksanaan mediasi dengan melalui perantaraan pengadilan sebagai
tempat penyelesaian sengketa perkawinan. Karena, setiap hasil putusan
yang dikeluarkan melalui pranata Tutur ini dianggap lebih adil, manfaat
dan lebih pasti karena hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum
dan perasaan hukum masyarakat.
Tingginya rasa kepercayaan masyarakat terhadap proses mediasi melalui
pranata Tutur ini adalah didasari oleh hal berikut:
a. Hasil putusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil mediasi melalui
pranata Tutur ini dianggap lebih adil, manfaat dan lebih pasti karena
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hasil putusannya sesuai dengan cita-cita hukum dan perasaan hukum
masyarakat;
b. Pelaksanaan putusannya diawasi oleh seluruh masyarakat adat;
c. Para pihak yang bertindak sebagai hakim/pemutus dalam pelaksanaan
mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan itu adalah selain ada
unsur harajaon, hatobangon sebagai orang yang dihormati dan
disegani, juga ada unsur perwakilan masyarakat batak Muslim Tapanuli
Selatan yang bertindak mewakili keluarga yang bersengketa.
Keterangan di atas menunjukkan bahwa mayoritas sengketa perka-
winan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat umumnya diselesaikan
secara internal dalam masyarakat adat melalui Tutur, karena dianggap
hasil putusannya lebih membawa keadilan, kepastian dan kemanfaatan
bagi masyarakat.
Sedangkan pelaksanaan mediasi melalui pengadilan kurang me-
muaskan bagi pihak yang kalah dengan alasan:
a. Para hakim yang bertindak sebagai mediator merupakan orang yang
tidak mereka kenal, sehingga menimbulkan rasa tidak simpati dan tidak
percaya;
b. Mediator yang terlibat dalam persidangan di pengadilan adalah
semuanya dari pihak di luar lingkungan masyarakat adat dan tidak
melibatkan perwakilan dari masyarakat adat Dalihan na Tolu, sehingga
semua produk putusan yang lahir dari pengadilan tersebut dianggap
tidak adil;
c. Tidak ada rasa tanggung jawab bagi masyarakat adat, termasuk pihak
Harajaon, tokoh adat, Hatobangon untuk mengawal dan mengawasi
atas dilakasanakannya hasil putusan itu sendiri di tengah-tengah
masyarakat. Lain halnya dengan hasil putusan yang lahir dari majelis
adat, semua masyarakat ikut bertanggung jawab dalam mengawasi
dan mengontrol jalannya hasil putusan itu sendiri. Andaikan tidak
dijalankan putusannya, niscaya masyarakat secara umum akan menegor
dan menghukum kembali para pihak yang tidak mau menjalankan hasil
putusannya;
d. Hasil putusan yang diproduk oleh pengadilan biasanya melahirkan
sebuah dendam baru bagi pihak yang kalah, sehingga memicu
munculnya sengketa baru yang diwariskan kepada saudara dan generasi
lainnya.
Paparan di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat enggan
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
267Vol. 12 No. 2 Desember 2016
mempergunakan pengadilan sebagai tempat pelaksanaan mediasi dalam
penyelesaian sengketa yang berkaian dengan perkawinan. Sebaliknya
mayoritas dari mereka lebih cenderung melaksanakan mediasi dengan
mempergunakan pranata Tutur dalam menyelesaikan sengketa.
Sekalipun demikian sakral dan agungnya pengaturan hukum tentang
pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perkawinan yang
terkandung dalam masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan itu,
ternyata masih terdapat sebagaian kecil dari masyarakat adat batak Mus-
lim Tapanuli Selatan yang mempergunakan jasa pengadilan dalam menye-
lesaikan sengketanya, termasuk penyelesaian sengketa perkawinan.
Keadaan ini terjadi dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut:1
a. Salah satu pihak atau kedua belah pihak sejak awal memiliki kesepa-
katan dan pilihan yang sama agar sengketanya diselesaikan melalui
Pengadilan Negeri;
b. Salah satu pihak tidak mau menerima hasil putusan yang ditetapkan
oleh majlis adat Dalihan na Tolu;
c. Adanya saran dari pihak ketiga supaya sengketa perkawinan yang ada
diselesaikan melalui pengadilan, karena dianggap memiliki kekuatan
hukum yang tetap dalam pandangan Negara dan masyarakat.
Masyarakat adat Batak memang sangat menghargai dan menghormati
keberadaan Tutur, terutama dalam pelaksanaan mediasi untuk penyelesaian
sengketa perkawinan. Sebab dalam masyarakat adat batak tersebut telah
diatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa perkawinan dengan penuh
keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Mahkamah Agung menyadari bahwa selama ini terjadi penumpukan
perkara di setiap tingkat peradilan, baik di tingkat PN, PT maupun MA.
Untuk mengatasi penumpukan perkara tersebut Mahkamah Agung mem-
buat peraturan Perma yang mengatur tentang prosedur mediasi yang
terintegarasi dengan proses peradilan, dengan harapan para pihak yang
bersengketa di pengadilan dapat mencapai kesepakatan perdamaian
melalui proses mediasi, tidak dengan cara menempuh penyelesaian perkara
yang bersifat ajudikatif(menghasilakan putusan pengadilan). Pada awalnya
dikeluarkan Perma No.2 Tahun 2003 yang ternyata pelaksanaan mediasi
di pengadilan tidak efektif. Oleh karena itu Perma tersebut dirubah dengan
Perma No.1 Tahun 2008.2
Kriteria Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan pada
Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan
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Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan memiliki kriteria
tersendiri dalam menentukan mediotor dalam menyelesaikan sengketa
perkawinan sebagaimana telah tertuang pada pranata Tutur. Orang yang
berhak menjadi mediotor dalam penyelesaian sengketa perkawinan harus
memenuhi beberapa syarat berikut:
a. Kompetensi, kemampuan, wawasan yang luas dalam bidang:
1. Pengetahuan tentang hukum adat yang berlaku dalam masyarakat,
khususnya menyangkut proses penyelesaian sengketa perkawinan;
2. Akar permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak.
b. Kebijaksanaan, kewibawaan dan ketokohan seseorang di tengah-
tengah masyarakat.
Kedua dasar di atas harus menjadi pertimbangan utama bagi keluarga,
masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menunjuk seseorang untuk
menjadi hakam. Jika kedua syarat di atas ada pada keluarga, maka mereka
yang harus diutamakan sebagai hakam dan bukan orang lain di luar silsilah
keluarganya. Pendapat di atas didukung oleh firman Allah dalam al-Qur'an
Q.S. An Nisa/4: 35 berikut ini:”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh
kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar
lagi Maha melihat’.
Ayat di atas secara tegas menggunakan kata”ahlun” yang berarti
kelompok yang berhak menerimanya, yakni kelompok yang memiliki
kompetensi dan kemampuan dalam memegang amanat. Oleh karenanya
penekanan dari “ahlun” adalah terletak pada kemampuan dan
kopetensinya. Dalam Kamus Al Munawwir ditemukan kata “ahlun” yang
berarti: berhak, patut menerimanya. Sedangkan pengertian lain dari kata
“ahlun” adalah famili, keluarga dan kerabat.3 Keterangan tersebut
menenjukkan bahwa pengertian “ahlun” jika ditinjau dari terminologi
memiliki dua pengertian, yakni: a) keahlian, b) keluarga atau kerabat dalam
lingkungan masyarakat.
Jadi sebenarnya, pertimbangan utama yang menjadi diangkatnya
seseorang menjadi hakam adalah pertimbangan kemampuan dalam
menguasai dan mengetahu prosedur penyelesaian sengketa perkawinan
dengan menggunakan hukum adat dimana kedua mempelai berasal. Jika
kompetensi semacam ini ada sama keluarga, maka mereka yang harus
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diutamakan sebagai hakam dalam menyelesaikan sengketa keluarganya,
karena mereka lebih mengerti sifat, karakter dan tingkah laku dari
keluarganya yang bersengketa.
Selain itu hakam tidak hanya sekedar cakap dan kompeten dalam
memahami hukum adat setempat semata, namun ia juga merupakan salah
satu pihak yang terlibat dalam prosesi pelaksanaan pernikahan kedua
mempelai yang sedang bersengketa pada masa lalu. Konsep ini harus
dibuat secara tertulis dalam sebuah perjanjian pernikahan sebagaimana
pembuatan dan penulisan ta‘lik talak, ketika pelaksanaan akad nikah
dilangsungkan dan dibacakan bersamaan dihadapan wali, saksi dan para
undangan. Sehingga, ketika sengketa perkawinan muncul, secara otomatis
dilakukan mediasi berdasarkan hukum adat dimana pernikahan mereka
dilangsungkan.
Kalau proses pelaksanaan pernikahan dilangsungkan dengan
menggunakan hukum adat tertentu, maka proses pelaksanaan
penyelesaian sengketanya juga harus dilakukan melalui proses hukum adat
yang sama. Frekuensi penggunaan hukum adat dalam pelaksanaan
pernikahan, harus seimbang dengan prekuensi penggunaan hukum adat
ketika melaksanakan penyelesaian sengketa perkawinan yang ada. Karena
dengan cara ini, akan sulit bagi seseorang untuk melakukan kejahatan
dalam rumah tangga, apalagi melakukan perceraian. Sebab, banyak hal
dan jalan yang harus dilalui jika tetap menggunakan jalur adat dalam
setiap penyelesaian sengketa pernikahan. Dari ayat tersebut, dapat
dipahami bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan
antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakam selaku
“mediator” dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan
perselisihan tersebut.
Hakam yang dimaksudkan dalam al-Qur'an terdiri dari dua orang yang
diambil atau dipilih masing-masing satu orang dari keluarga pihak suami
isteri. Sedang hakam yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat
(2) boleh dari pihak keluarga suami saja, atau dari pihak keluarga isteri
saja, bahkan diperbolehkan hakam yang terdiri dari pihak lain. Namun
demikian, maksud dan tujuan pembuat undang-undang bukanlah untuk
menyingkirkan ketentuan Q.S An-Nisaa/4: 35, tetapi tujuannya agar
rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung problema yang
berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas acuan jiwa
dan semangat yang terkandung di dalamnya.
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Menyikapi dua macam pendapat di atas, peneliti mengambil pendapat
jalan tengah bahwa hakam harus diangkat dari pihak masyarakat adat
yang mengetahui seluk-beluk hukum adat setempat dimana keduanya
melangsungkan pernikahan. Pendapat ini didasarkan pada Q.S. An Nisa/
4: 35. Dalam ayat ini Allah SWT SWT telah memerintahkan bahwa jika
dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka
kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki (min ahlihi) dan
seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan (min ahliha).
Istilah “ahlun” dalam bahasa Arab adalah bisa diartikan sebagai
penduduk yang memiliki aturan dan adat istiadat sendiri-sendiri sesuai
kondisi, kebiasaan dan adat budaya yang berlaku di dalamnya. Oleh
karenanya, utusan yang dikirim sebagai hakam dalam penyelesaian
sengketa perkawinan adalah orang yang memiliki keahlian dalam
penyelesaian sengketa perkawinan sesuai hukum adat yang berlaku di
tengah-tengah masyarakat dimana penganten itu melangsungkan
pernikahan atau adat istiadat dimana penganten itu berada. Jika memang
keahlian dalam penguasaan adat terdapat pada keluarga dari suami dan
isteri, maka yang menjadi hakan adalah harus dari pihak keluarga mereka,
karena akan lebih disegani, dihormati dan dipatuhi oleh kedua belah pihak
yang bersengketa.
Sebaliknya, jika memang di antara kedua keluarga mereka tidak
terdapat orang yang mampu memahami, mengetahui dan melaksanakan
proses penyelesaian sengketa sesuai hukum adat yang berlaku, maka boleh
diangkat pihak tokoh adat yang lain sebagai hakam dalam menyelesaikan
sengketa perkawinan di antara mereka.
Rina Yulfandi dan Sri Maharani MTV mengemukakan dalam bahwa
melalui kodifikasi hukum adat dan formulasi mekanisme adat ke dalam
struktur pemerintahan desa dapat memberikan payung hukum bagi
penyelesaian sengketa secara informal.4
Sistem Musyawarah dalam Pelaksanaan Mediasi Melalui
Pranata Tutur dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan
Pada Masyarakat Batak Muslim Tapanuli Bagian Selatan
Dalam prinsip masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan,
untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk memutuskan suatu
perkara dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baik besar
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maupun kecil, apalagi yang menyangkut adat dan agama, dapat
diselesaikan melalui musyawarah. Tidak semua sengketa yang timbul dalam
masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan, harus diselesaikan
dalam musyawarah adat. Melainlan hanya sengketa yang sudah meng-
ganggu kepentingan adatlah yang mesti diselesaikan lewat musyawarah
adat. Banyak jenis sengketa yang timbul dalam masyarakat yang
membutuhkan penyelesaiannya melalui musyawarah adat. Namun di
antara sekian banyak sengketa yang ada, ternyata sengketa dalam bidang
perkawinan juga sering diselesaikan melalui musyawarah adat.
Masalah perkawinan dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian
Selatan adalah sesuatu yang sangat sakral dan sangat diagungkan. Oleh
karenanya, masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan sangat
serius menanggapi dan menyelesaikan setiap sengketa yang muncul dalam
bidang perkawinan. Karena bila sengketa perkawinan dibiarkan tanpa
diselesaikan dengan serius, maka masalah yang muncul adalah bukan
hanya menyangkut masalah antara suami dan istri semata, melainkan bisa
merambat kepada masalah keluarga kedua belah pihak, bahkan bisa
melebar menjadi konflik antara suku dan desa.
Sebagai bukti bahwa setiap sengketa perkawinan yang ada, walau
sekecil apapun, selalu diselesaikan melalui musyawarah adat sebagai mana
diatur dalam pranata Tutur yang terkandung dalam adat Dalihan na Tolu.
Musyawarah dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada
masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan memiliki beberapa
tingkatan sesuai dengan status orang-orang yang ikut dalam sebuah
musyawarah:
a. Tahi Ungut-ungut (musyawarah keluarga). Tahi Ungut-ungut ini juga
dinamakan dengan istilah Martahi Tot atau Tahi Unung-unung ni
Sibahue. Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami
dan istri. Kalau masalah belum bisa diselesaikan antara suami dan istri,
maka musyawarah dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari
pihak suami, jika masalah bersumberdari suami. Dan jika masalah ber-
sumber dari istri, maka musyawarah akan dihadiri oleh orang tua dan
saudara kandung dari pihak istri. Dan kalau masalah juga belum selesai
dengan cara seperti ini, maka musyawarah dilanjutkan dengan dihadiri
oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara
bersamaan. Kesemua cara ini dinamakan dengan Tahi Ungut-ungut.
Kehadiran orang tua dalam mengikuti musyawarah Ungut-ungut ini
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adalah ditentukan oleh jenis sengketa dan sumber munculnya sengketa;
b. Tahi Dalihan na Tolu atau dikenal juga dengan istilah Martahi Sabagas.
Dalam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara Mora, Kahanggi,
dan Anak Boru. Musyawarah ini dilaksanakan, jika sengketa yang
dimusyawarahkan dalam tingkatan pertama belum selesai, maka
penyelesainnya dilanjutkan dalam musyawarah dalam tingkatan kedua
ini. Umumnya sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan ini
sudah bisa diselesaikan dengan baik. Adapun jenis sengketa perkawinan
dan jenis tutur yang menghadiri penyelesaiannya adalah dpat dilihat
dalam tabel 8:
c. Tahi Godang Parsahutaon (Musyawarah besar dalam sebuah
perkampungan). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain
suami/istri, perwakilan dari kelompok Dalihan na Tolu, juga dihadiri
oleh: Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung, tokoh adat, Harajaon,
Hatobangon, Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya;
d. Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung (Musyawarah besar antara desa
atau Luat yang berbatasan langsung). Musyawarah dalam tingkatan
ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok Dalihan
na Tolu, tokoh adat, Harajaon, Hatobangon, Pisang Rahut, Orang Kaya,
juga dihadiri oleh Ompu Nikotuk, Hatobangon, Raja Panusunan Bulung
dan Raja Torbing Balok.
Keempat tingkatan musyawarah di atas merupakan tingkatan berjen-
jang dan bersifat hirarkis yang harus dilalui secara berurutan. Jika terjadi
persengketaan dalam bidang perkawinan, terlebih dahulu diselesaikan
dalam musyawarah tingkatan pertama. Jika musyawarah dalam tingkatan
ini dianggap masalah sudah selesai, maka tidak perlu lagi musyawarah
dilanjutkan dalam tingkatan selanjutnya. Tetapi jika masalah atau sengketa
belum selesai dalam musyawarah pada tingkatan yang pertama, maka
dilanjutkan pada musyawarah tingkatan kedua, dan jika masalah atau
sengketa belum juga bisa diselesaikan, maka dilanjutkan pada musyawarah
dalam tingkatan yang keempat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table
9.
Biasanya hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musya-
warah masyarakat Batak dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri adalah sangat berbeda di te-
ngah-tengah masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 10:
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Tabel 10.  Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap
penyelesaian sengketa perkawinan dari hasil musyawarah yang
diselenggarakan masyarakat Batak
NO JAWABAN RESPONDEN JUMLAH (%) 
1 Sangat Berterima 102 85 
2 Biasa saja 13 10.83 
3 Kurang berterima 5 4.17 
4 Tidak berterima -  
Jumlah 120 100 
Sumber: Data Primer 2009
Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 85% responden menjawab
bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah
dari masyarakat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 10.83%
menjawab biasa saja dan 4.17% menjawab kurang berterima.
Mayoritas masyarakat Batak lebih mempercayai penyelesaian sengketa
perkawinannya melalui konsep tutur daripada diselesaikan melalui penga-
dilan, karena mereka menganggap putusan yang dilahirkan berdasarkan
hasil musyawarah adalah lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan
kepastian hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal:
a. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah penyelesaian yang
sudah lama dipertahankan sejak jaman nenek moyang dahulu;
b. Para pihak yang bertindak sebagai pemutus adalah orang yang
dihormati dan disegani karena mereka berasal dari keturunan raja,
tokoh adat dan perwakilan dari keluarga Daliahan na Tolu;
c. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah memiliki persyaratan
dan prosedur yang sangat ketat, sehingga akar permasalahan bisa
diketahui. Setelah itu baru diberikan putusan yang pantas kepada para
pihak dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat;
d. Sanksi yang dijatuhkan atas hasil musyawarah adalah sanksi yang
bersifat moral dengan tidak mengesampingkan sanksi perdata seperti
ganti rugi, denda, pencabutan hak, pemutusan hubungan perkawinan
dan lainnya.
Pelaksanaan mediasi dengan menggunakan hukum adat telah banyak
dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia diantaranya adalah disertasi
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NO JENIS SENGKETA JENIS TUTUR YANG MENYELESAIKAN TEMPAT MARTAHI 
1. Kawin Sumbang 1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Tulang 
4. Nantulang 
5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru 
dari kedua belah pihak 
Bagas ni Tulang (rumah orang 
tua calon mempelai perempuan) 
2 Kawin Sopar 1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Tulang 
4. Nantulang 
5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru 
dari kedua belah pihak 
Bagas ni Tulang (rumah orang 
tua calon mempelai perempuan) 
3 Kawin 
Mangalakkai 
1. Aya 
2. uma 
3. Ompung (laki-laki/perempuan) 
4. Abang 
5. Angkang 
6. Anggi/Iboto 
Bagas ni Aya/Uma 
4 Kawin Marlojong 1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Tulang 
4. Nantulang 
5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru 
dari kedua belah pihak 
Bagas ni Tulang (rumah orang 
tua calon mempelai perempuan) 
5 Kawin Na 
Ditinggalkon 
1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Tulang 
4. Nantulang 
5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru 
dari kedua belah pihak 
Bagas ni Tulang (rumah orang 
tua calon mempelai perempuan) 
6 Kawin Paoli 
Tangga na Buruk 
1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Tulang 
4. Nantulang 
5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru 
dari kedua belah pihak 
Bagas ni Tulang (rumah orang 
tua istri yang telah meninggal) 
7 Kawin Maninian 1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Tulang 
4. Nantulang 
 
Bagas ni Tulang (rumah orang 
tua calon mempelai perempuan) 
8 Kawin Mangirit 1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Tulang 
4. Nantulang 
 
Bagas ni Tulang (rumah orang 
tua calon mempelai perempuan) 
9 Suami Melakukan 
Tindakan yang 
Menimbulkan 
Sengketa yang 
Bersifat Umum 
1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Eda 
4. Halak Bayo 
Bagas ni Amang Boru 
Tabel 8. Jenis Sengketa dan Jenis Tutur yang
Menyelesaikan Sengketa Perkawinan
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10 Istri Melakukan 
Tindakan yang 
Menimbulkan 
Sengketa yang 
Bersifat Umum 
1. Tulang 
2. Nantulang 
3. Tunggane 
4. Halak Bayo 
Bagas ni Tulang 
11 Suami/Istri sama-
sama bersalah 
1. Amang Boru 
2. Ambou 
3. Eda 
4. Halak Bayo 
5. Tulang 
6. Nantulang 
7. Tunggane 
8. Mora, Kahanggi dan Anak Boru 
Sopo Godang 
12 Pembagian Harta 
Gono Gini 
1. Tulang 
2. Nantulang 
3. Amang Boru 
4. Ambou 
5. Mora, kahanggi dan Anak Boru 
dari kedua belah pihak 
6. Harajaon 
7.Hatobangon 
Sopo Godang 
13 Pengasuhan Anak 1. Tulang 
2. Nantulang 
3. Amang Boru 
4. Ambou 
5. Mora, kahanggi dan Anak Boru 
dari kedua belah pihak 
6. Harajaon 
7.Hatobangon 
Sopo Godang 
Tabel 9. Tingkatan musyawarah dan pesertanya
NO TINGKATAN MUSYAWARAH 
PESERTA MUSYAWARAH KETERANGAN 
1 Tahi Ungut-ungut 
(musyawarah keluarga). 
Tahi Ungut-ungut ini 
juga dinamakan dengan 
istilah Martahi Tot atau 
Tahi Unung-unung ni 
Sibahue 
1. Suami isteri  
2. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan 
saudara kandung dari pihak suami, jika 
masalah bersumber dari suami 
 
3. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan 
saudara kandung dari pihak isteri, jika 
masalah bersumber dari isteri 
 
4. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan 
saudara kandung kedua belah pihak 
secara bersamaan 
 
2 Tahi Dalihan na Tolu atau 
dikenal juga dengan 
istilah Martahi Sabagas 
Suami isteri dihadiri Mora, Kahanggi, dan 
Anak Boru 
 
3 Tahi Godang 
Parsahutaon 
Suami istri, perwakilan dari kelompok 
Dalihan na Tolu, juga dihadiri oleh: harajaon 
(Raja Pamusuk atau Raja Panusunan 
Bulung), Hatobangon (Pisang Rahut, Ompu 
ni Kotuk, Orang Kaya) 
 
4 Tahi Godang Haruaya 
Mardomu Bulung 
Suami istri, perwakilan dari kelompok 
Dalihan na Tolu, juga dihadiri oleh: harajaon 
(Raja Pamusuk atau Raja Panusunan 
Bulung), Hatobangon (Pisang Rahut, Ompu 
ni Kotuk, Orang Kaya) dan Raja Torbing 
Balok 
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yang ditulis oleh Lalu Subardi bahwa Perkawinan merarik berpotensi
menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran dalam norma adat sekaligus
sengketa antara kedua belah pihak keluarga. Pelanggaran norma adat
yang berpotensi muncul disebabkan oleh karena perbedaan pendapat
menyangkut wali nikah, sudut pandang tentang proses pelaksanaannya,
karena ketidaksepadanan, dan lain-lain. Cara-cara penyelesaian sengketa
yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat sasak salah satunya adalah
melalui mekanisme di luar pengadilan. Mufakat karma waris, setiap
peristiwa perkawinan merarik pertama kali yang dilakukan adalah dengan
memaklumkan peristiwa tersebut kepada keluarga. Ada pula melalui Krama
Adat Kampung - Penghulu Kampung dimana kepala kampung mendatangi
pihak-pihak yang bersengketa secara terpisah untuk mendengarkan
kehendak masing-masing. Sedangkan penyelesaian melalui kepala desa
(pemusungan) dimana ia memimpin acara pertemuan dan meminta para
pihak yang bersengketa untuk menyampaikan kehendaknya.5 Hal yang
sama juga dikemukakan oleh Marija Dalimunte bahwa tutur masyarakat
adat Batak Angkola mengandung nilai-nilai ajaran Islam, di antaranya
tentang pembinaan akhlak, keharusan menjaga hubungan yang harmonis
antara anggota masyarakat, kewajiban saling menolong pada saat suka
maupun duka, membina rasa kekeluargaan, mewujudkan persatuan,
kebiasaan musyawarah dan tentang nilai perkawinan. 6
KESIMPULAN
Artikel ilmiah ini memiliki kontibusi dalam pengembangan Hukum
Perkawinan di Indonesia terutama dalam bidang pelaksanaan mediasi yang
benar, mulai dari: a) prosedur pelaksanaan mediasi, b) orang yang layak
menjadi mediator, c) jenis-jenis sengketa yang layak dimediasi dan d) waktu
yang tepat dalam melaksanakan mediasi. Jika keempat poin ini dapat
dilaksanakan dengan benar akan dapat memberikan kontribusi dalam
melakukan pencegahan perceraian di tengah-tengah masyarakat. Prosedur
dan sistem pelaksanaan mediasi yang benar adalah tidak hanya semata-
mata dengan menggunakan pendekatan legal formal semata, namun juga
harus menggunakan beberapa disiplin ilmu lainnya, seperti Hukum Islam,
Hukum Adat setempat, sehingga hasil mediasi dapat diterima oleh para
pihak yang bersengketa karena dirasa sesuai dengan cita-cita hukum dan
perasaan hukum masyarakat.
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